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BAB I 
PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
 

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip utama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebagai bagian dari 

badan publik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Bantul memiliki kewajiban untuk menyediakan, mengelola, dan menyampaikan 

informasi publik yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah oleh 

masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 

1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 

Dalam rangka menjalankan mandat tersebut, Bappeda Kabupaten Bantul 

terus berupaya mengembangkan sistem layanan informasi publik yang adaptif 

terhadap perkembangan teknologi informasi. Penyediaan informasi telah mengarah 

pada sistem layanan berbasis elektronik yang dapat diakses secara langsung oleh 

publik melalui website resmi: https://bappeda.bantulkab.go.id. Melalui platform 

digital ini, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait perencanaan 

pembangunan, program kegiatan, dan dokumen strategis lainnya (produk data 

Bappeda Kabupaten Bantul) secara lebih mudah dan cepat. 

Selain melalui website, masyarakat juga dapat mengakses layanan informasi 

dan menyampaikan pertanyaan, permohonan, atau pengaduan melalui berbagai 

saluran komunikasi lain seperti email, telepon, media sosial, maupun secara 

langsung ke kantor Bappeda. Pendekatan multikanal ini merupakan bagian dari 

komitmen Bappeda dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. 

Untuk memastikan bahwa fungsi dan layanan PPID berjalan sesuai 

ketentuan, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) secara periodik perlu 

dilakukan. Kegiatan monev tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengukur kinerja 

pengelolaan informasi, namun juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi 

permasalahan, memberikan umpan balik, dan menyusun langkah perbaikan ke 

depan. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari hasil Monitoring dan Evaluasi 

PPID Semester I Tahun 2025, yang mencakup analisis capaian, temuan, serta 

rekomendasi yang dihasilkan. 

 

https://bappeda.bantulkab.go.id/


B. Dasar Hukum 
 

1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik; 

4) Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 

5) Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor: B/100.3.3/00476/KPTS/BAPPEDA/2025 tentang Pembentukan 

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. 

 

C. Tujuan 
 

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi 

Publik dan Dokumentasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pengelola Layanan 

Informasi dan Dokumentasi (PLID) kepada Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul selaku atasan PPID Pelaksana Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. 

Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi PPID Semester I Tahun 2025 ini 

disusun dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian pengelolaan informasi publik dan 

dokumentasi yang dilakukan oleh PPID untuk membangun keterbukaan 

informasi dengan masyarakat; 

2. Memberikan rekomendasi dan langkah tindak lanjut untuk peningkatan kualitas 

layanan informasi publik ke depan; 

3. Mendukung terciptanya budaya kerja yang transparan, partisipatif, dan akuntabel 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

  



BAB II 
TINDAK LANJUT ATAS MONEV PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI 
 

A. Hasil Monitoring dan Evaluasi 
 

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor: 003/XII/KIDDIY-KEP/2024 tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi 

Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, 

pada kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat 3 Badan Publik dari 

Pemerintah Kabupaten Bantul yang mendapat predikat Informatif. Bappeda 

Kabupaten Bantul mengalami penurunan nilai menjadi 89 dengan predikat Menuju 

Informatif. Penurunan nilai yang terjadi secara jamak di seluruh Badan Publik ini 

karena pada Tahun 2024 merupakan tahun pertama implementasi peraturan baru 

dalam penilaian PPID. Hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 

pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dari tahun 2021-

2024: 

Tahun Kategori Nilai 

2021 Menuju Informatif 87.20 

2022 Informatif 100 

2023 Informatif 100 

2024 Menuju Informatif 89 

 

B. Arahan Kebijakan dari Pimpinan 
 

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menegaskan bahwa keterbukaan informasi 

publik harus dijalankan bukan semata karena kewajiban hukum, tetapi sebagai 

bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini 

disampaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan keterbukaan 

informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul pada Jumat, 13 Desember 2024.  

Ketua KID DIY, Erniati, memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi. Di 

antaranya, aspek keterbukaan informasi publik atau tata kelola keterbukaan 

informasi publik belum tercantum secara eksplisit dalam dokumen perencanaan 

(Renstra/Renja), serta dukungan peningkatan kapasitas bagi pengelola informasi 

publik. KID merekomendasikan agar aspek keterbukaan informasi publik atau tata 

kelola keterbukaan informasi publik dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan 



anggaran, serta peningkatan kapasitas SDM dan perhatian khusus terhadap 

keterbukaan informasi di BUMD. 

Dalam rapat koordinasi dan evaluasi internal bersama Tim PPID Pelaksana, Kepala 

Bappeda Kabupaten Bantul menyampaikan bahwa metodologi penilaian Monev 

PPID pada tahun 2024 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan 

penurunan nilai yang terjadi secara jamak di seluruh Badan Publik dan juga di 

Bappeda Kabupaten Bantul. Namun, dalam 4 tahun ke depan metodologi penilaian 

yang digunakan akan sama. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat 

meningkatkan nilai karena Badan Publik akan lebih siap. Kepala Bappeda memberi 

arahan agar Tim PPID Pelaksana harus terus meningkatkan kualitas layanan 

informasi publik, memperbarui data, dan dokumen secara berkala, serta menyajikan 

informasi secara proaktif, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan publik. Selain itu 

perlunya optimalisasi media digital Bappeda (website, media sosial, dan media 

komunikasi lainnya) sebagai sarana utama penyampaian informasi pembangunan 

kepada masyarakat menjadi prioritas dalam mendukung keterbukaan informasi 

publik. 

 

C. Tindak Lanjut 
 

Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua KID DIY Erniati, S.I.P.,M.H. bahwa 

pada tahun ini metodologi penilaian tidak berubah dari tahun sebelumnya, hanya 

saja bobot penilaiannya yang berbeda. Sebelumnya bobot penilaian dari uji akses 

dan pelayanan sebesar 30%, sedangkan di tahun ini sebesar 50%. Monitoring dan 

Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik bukan saja menjadi kebutuhan KID 

DIY, tapi juga sebagai kebutuhan badan publik dalam meningkatkan layanan 

informasi dan pengambilan kebijakan. 

Selanjutnya, Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KID DIY 

menjelaskan lebih lanjut bahwa monev tahun 2025 mengambil tema Mewujudkan 

Layanan Informasi Publik Istimewa, dimana Yogyakarta sebagai daerah Istimewa, 

harus benar-benar Istimewa dalam segala hal, termasuk layanan informasi publik. 

Bobot penilaian bertahap akan berubah komposisinya, dan mengarah ke 

peningkatan kualitas informasi dan pelayanan. Metode yang akan dilakukan yaitu 

dengan review website, media sosial dan uji akses pelayanan informasi publik. 



Berdasarkan penjelasan tersebut dan mengacu hasil monev atas pengelolaan 

informasi publik dan dokumentasi pada tahun 2024 maka perlu adanya tindak lanjut 

untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Tindak lanjut hasil monev adalah sebagai 

berikut: 

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sebagai badan 

publik menyusun strategi sesuai dengan perubahan perundang-undangan. 

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan informasi 

publik dan dokumentasi. 

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul melakukan 

implementasi pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat 

4. Penyusunan peraturan terkait pelaksanaan pelayanan publik dan 

implementasinya disesuaikan dengan kondisi yang ada di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 

5. Meningkatkan kualitas informasi di media sosial yang diukur dengan 

bagaimana pembaruan konten berjalan, kesesuaian materi / relevansi 

dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, maupun interaksi yang terjadi 

dengan masyarakat (netizen). 

6. Kekurangan-kekurangan di tahun 2024 agar bisa dicermati kembali sebagai 

bekal monitoring dan evaluasi di tahun 2025. 

 

 

 

  



BAB III 
HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN 
 

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak lanjut atas monev pengelolaan 

informasi publik dan dokumentasi yaitu: 

1) Proses pengumpulan sumber informasi berkala masih belum konsisten tepat 

waktu. 

Hal tersebut dikarenakan dalam pengumpulan data perlu adanya koordinasi 

dengan beberapa unit kerja, sehingga nantinya laporan yang disusun tepat waktu 

dan akurat. 

2) Pemanfaatan media sosial dalam menyampaikan informasi dan kegiatan yang 

dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul masih 

belum optimal. 

3) Kekurangan SDM dikarenakan adanya personil Pelayanan Informasi PPID yang 

beralih tugas (diterima sebagai PPPK) ke instansi lain.  

 

Atas permasalahan tersebut, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Adanya batas waktu pengumpulan bahan pembuatan sumber informasi 

penyusunan laporan 

2) Koordinasi yang lebih intensif dengan bidang-bidang terkait atas kebutuhan 

informasi penyusunan berita kegiatan maupun laporan 

3) Terus melakukan monitoring berkala untuk mendisiplinkan penyampaian 

informasi berkala dan informasi lain guna mendukung keterbukaan informasi ke 

masyarakat 

4) Memaksimalkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang saat ini 

sangat bisa diandalkan dengan jangkauan pengguna (netizen) yang sangat luas  



BAB IV 
PENUTUP 
 

Demikian Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi PPID Semester I Tahun 2025 yang 

telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Diharapkan laporan ini dapat 

memberikan gambaran mengenai beberapa capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan 

kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Bantul. Monev 

bukan merupakan akhir, tapi sebuah awal untuk memperbaiki, meningkatkan dan 

mengoptimalkan layanan informasi publik yang ada. 

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk 

mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi 

kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi 

peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Bantul. 

 

 Bantul,    Juli 2025 

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 

Sekretaris, selaku PPID Pelaksana 

 

 

 

NOVI ASTUTI, S.T., M.T. 

 


